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BAB IV 

PENUTUP 

1. Keslmpulan 

Berdasarkan hal-hal yang lelah diuraikan dalam bab-bab lerdahulu, 

maka dapal diambil sualu kesimpulan, bahwa: 

a 	 Perdagangan lerhadap sa!wa liar baik yang dilindungi maupun yang 

tidak dilind ungi ternyata m asih lerus berla njut, dan peraturan 

perundang-undangan yang seharusnya memberikan perlindungan 

lerhadap salwa yang bersangkulan, betum cukup efektif unluk 

memberikan perlindungan. 

b 	 Demlkian pula dalam hal penanganan kasus dipengadilan. mesklpun 

lelah ada upaya untuk menyerel pelaku kejahalan maupun 

pelanggaran ke pengadilan. lernyala pengadilan belum cukup keras 

untuk menJaluhkan sanksl lerhadap pelaku yang bersangkulan, 

terbukti dengan adanya beberapa kasus yang ditangani, memperoleh 

sanksi yang ring an, bahkan tidak sedikl! yang diputus bebas. 

c 	 Kendala yang dihadapi dalam upaya pencegohan lerhadap praktek 

perdagangan, penyelundupan dan usaha pemunahan salwa langka 

adalah adanya sikap dari masyarakal yang cenderung memperllhatkan 

kelidakpedulian terhadap peteslarian salwa dengan berupaya 

memperoleh satwa yang dillndungi dengan melanggar hukum. 
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Sedangkan dari pihak pemerintah, kendalanya adalah kurang atau 

lemahnya kontrol darl petugas PHPA dan BKSDA. 

d Satwa yang merupakan unsur yang bersifal mutlak dan tidak dapal 

diganti dalam pembentukan lingkungan hidup. dalam pemanfaatannya 

selalu dipegang prinsip menghindari bahaya kepunahan ateu 

menghindari penurunan potens! pertumbuhan populasi satwa. 

Untuk kepemilikan salwa yang dilindungi UU oleh perorangan, lelah 

dikeluarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 301lKpts-11/1991. 

Sedangkan unluk perlindungan lerhadap salwa, juga telah dikeluarkan 

dua buah PP yailu PP NO.7 Tahun 1999 lentang Pengawetan Jenls 

Tumbuhan Dan Salwa dan PP NO.8 Tahun 1999 tenlang Pemanfaatan 

Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar. 

2. 	Saran 

a 	 Unluk dapat dlcapal upaya maksimal terhadap pencegahan praktek 

perdagangan, penyelundupan dan perdagangan salwa liar baik yang 

dilindungi maupun yang tidal< dllindungi, maka perlu dilaksanakannya 

secara legas perundang-undangan yang secara nyala memberikan 

perlindungan lerhadap keberadaan satwa yang dilindungi. 

Juga diharapkan dilakukannya Idenlifikasi darl jenls species yang 

dilindungi dari liap daerah dan melindunginya dengan Perda sehingga 

Hap pelanggar dapel dil<enal sanksi. 
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b 	 Diadakan upaya peningkalan pengelahuan dan pemahaman pada 

para penegak hukum lerhadap penerapan kelenluan pldana dan 

perdala dibidang ko nservasi hayali. sehingga para pelaku dapal dijeral 

dan dapal dikenakan sanksi semaksimal mungk!n lanpa ada 

kesempalan unluk menyimpa nginya dan dapal dengan m udah lepas 

dari jeral hukum. 

c Untuk mengatasi permasalahan kelidakpedulian masyarakal mengenai 

perlindungan lerhadap salwa langka maka dapal dilakukan sualu 

konlrol dan pembinaan yang rulin terhadap m asyarakal lerulama 

lerhadap para pedagang dan pemburu salwa lersebul. Juga perlu 

diadakannya suatu peningkalan kegialan kampanye lenlang 

pelestarian satwa liar lerutama yang dHindungi kepada Semua lapisan 

masyarakal. 

d 	 Agar pelaksanaan kontrol lerhadap perdagangan salwa liar oleh 

pell/gas PHPA, dan Juga kontrollerhadap peredaran satwa liar diliap· 

liap propinsi oleh petugas KSDA dapal dicapai secara optimal, maka 

diperlukan keterlibalan dari lembaga yang independen seper!i halnya 

Lembaga Swadaya Masyarakal (LSM) khususnya yang bergerak 

dibidang perlindungan lerhadap salwa. Hal inl disebabkan LSM yang 

bergerak dibidang perlindungan lerhadap salwa mempunyai tingkal 

kepedulian yang linggi lerhadap kelangsungan hidup salwa-satwa 

tersebul sehingga kelerlibalan LSM nanllnya dapal leblh memberikan 

jaminan lerhadap lerlaksananya konlrol secara optimal. 


